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P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,  lahir  di  Ganal,  tanggal  13  Maret  1988  (umur  33  tahun),  agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat ,

, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  lahir  di  Tobing,  tanggal  12 Maret  1988 (umur 33 tahun),  agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat

tinggal  Desa  Gulangan,  Kecamatan  Sihapas  Barumun,

Kabupaten Padang Lawas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  160/Pdt.G/2021/PA.Sbh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal 12 Nopember 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA

Kabupaten  Padang  Lawas  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

422/133/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

milik  orangtua  Pemohon  yang  beralamat  di  Desa  Ganal,  ,  kabupaten
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padang lawas, selama Kurang Lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah

milik  sendiri  di  Desa  Desa  Ganal,  ,  kabupaten  padang  lawas,  Sampai

berpisah;  

3. Bahwa Pernikahan  Pemohon dan  Termohon  telah  dikaruniai  2

(dua)  orang anak/keturunan yang bernama: 

3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Ganal, 25-05-2010; 

3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Ganal, 13-06-2012; 

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, sering muncul pertengkaran

dan perselisihan yang disebabkan karena;  

 Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;  

 Termohon  sering  berbicara  kasar  dan  sampai  mengancam

Pemohon dengan pisau;  

 Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh;  

5. Bahwa  puncak  permasalahan  antara  Pemohon  dan  Termohon

terjadi pada pertengahan bulan juli 2019, dimana pada saat itu Pemohon

sedang  berada  di  kebun  dan  meminta  agar  Termohon  membawa  uang

Rp.50.000  untuk  memperbaiki  mobil,  kemudian  Termohon  tidak

memberikan uang tersebut dan malah menuduh Pemohon selingkuh serta

mencaci  maki  Pemohon.  Setelah  Pemohon  pulang  kerumah,  Termohon

mengancam  Pemohon  dengan  pisau  dan  Termohon  meminta  agar

diceraikan,  kemudian  Termohon  pulang  kerumah  orangtuanya  dengan

membawa uang kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);  

6. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Termohon  di  atas,  maka  Pemohon

merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu,

Pemohon tidak ingin lagi  melanjutkan rumah tangga bersama Termohon

sesuai  dengan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan

Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;  

7. Bahwa  berdasarkan  keterangan  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis
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Hakim yang  menyidangkan perkara  ini  agar  menjatuhkan Putusan  yang

amarnya  sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon) untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);  

3. Membebankan  semua  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;  

Subsaidar

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang  seadil-

adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan ketidakhadirannya  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa,  bahwa  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  dipersidangan

maka upaya  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  dalam perkara  ini,  meskipun

demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan

arahan  kepada  Pemohon supaya  bersabar  untuk  tetap  mempertahankan

kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang  ternyata  tidak  ada  perubahan  dan  tetap  pada  permohonan

semula;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas  nama Pemohon I  Nomor

122103130380001  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten

Padang  Lawas  tanggal  02  Oktober  2012  yang  telah  diberi  meterai

cukup  dan  dinazegelen  kantor  pos.  Bukti  tersebut  telah  dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda

P.1 dan diparaf; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  422/133/XII/2011  yang

dikeluarakan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  KUA  Kabupaten  Padang

Lawas,  tanggal  27 Desember 2011,  yang telah diberi  meterai  cukup

dan dinazegelen kantor pos.  Bukti  tersebut  oleh ...  telah dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P

dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan

Guru, tempat tinggal Desa Ganal  Kabupaten Padang Lawas, sebagai

adik  Ipar  Pemohon,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi

Adik Ipar Pemohon;

 Bahwa  benar  Pemohon dan  Termohon telah  menikah  pada

tanggal 12 November 2007

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak,

masing-masing bernama :

1. Anak I, Perempuan, Lahir di Ganal, 25-05-2010; 

2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Ganal, 13-06-2012;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon mulai  terjadi

pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon di rumah Pemohon dan pernah ikut mendamaikan mereka;

 Bahwa  setahu  saksi  penyebab  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon adalah  Termohon  suka  berbicara  kasar  kepada

Pemohon dan Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh, hingga
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pada  puncaknya  Pemohon  meminta  uang  untuk  memperbaiki  mobil

yang  sedang  mogok  Termohon  tidak  mau Pemohon  pergi

meninggalkan Termohon;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Pemohon dan  Termohon

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  serumah  lagi  sejak  bulan  Juli

2019  yang  lalu  hingga  saat  ini  sekitar  2  tahun  lamanya  sehingga

keduanya sudah tidak melaksanakan kawajiban sebagaimana layaknya

suami istri;

 Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani, tempat tinggal Desa Ganal  Kabupaten Padang Lawas, sebagai

tetangga  Pemohon,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, 

 Bahwa benar  Pemohon dan  Termohon adalah suami  isteri  sah

yang  telah  menikah  pada  tanggal  12  November  2007,  dan  telah

dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, Perempuan, Lahir di Ganal, 25-05-2010; 

2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Ganal, 13-06-2012;;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon mulai  terjadi

pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2018

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon di rumah Pemohon dan pernah ikut mendamaikan mereka;

 Bahwa  setahu  saksi  penyebab  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon adalah  Termohon  suka  berbicara  kasar  kepada

Pemohon dan Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  Pemohon dan  Termohon

Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi  sejak bulan Juli

2019  yang  lalu  hingga  saat  ini  sekitar  2  tahun  lamanya  sehingga
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keduanya  sudah  tidak  melaksanakan  kawajiban  sebagaimana

layaknya suami istri;

 Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan

tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989   beserta  penjelasannya  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan

Pengadilan  Agama,  dan telah  diajukan sesuai  dengan perundang-undangan

yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dua  kali  terakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama

bahwa  Permohonan  Cerai  Talak  diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah

hukumnya  meliputi  kediaman  Termohon,  kecuali  apabila  Termohon  dengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, bahwa

setelah  memperhatikan  surat  Permohonan, Termohon  bertempat  tinggal  di

wilayah  Pengadilan  Agama Sibuhuan,  oleh  karenanya  Pemohon telah  tepat
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mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Sibuhuan dan selanjutnya

akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa  Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk  hadir  di  persidangan  sebagaimana  ketentuan  pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan

tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang

lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu  Termohon

harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  diperiksa  dan  diputus  secara

verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  karena  Termohon tidak  pernah  hadir

dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor

01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan

ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016

proses  mediasi  dapat  dilaksanakan  bilamana  kedua  belah  pihak  hadir  di

persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung  Majelis

Hakim telah  berupaya  mendamaikan  Pemohon dengan  cara  menasehati

Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana

layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon

tetap  pada  prinsipnya  minta  diceraikan  dari  Termohon,  dengan  demikian

maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang

No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  telah  terpenuhi  dan  upaya  damai  harus

dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai

Talak terhadap  Termohon  sebagaimana  yang  didalilkan  dalam  surat

permohonannya,  pada  pokoknya  adalah  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus antara  Pemohon dan  Termohon dan akibat

pertengkaran  tersebut  Pemohon,  alasan  mana  telah  sesuai  dengan  alasan

perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor
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9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya

permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa  Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak

pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

maka  Majelis  Hakim menilai  bahwa  Termohon tidak  ingin  mempertahankan

haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Termohon telah  mengakui

dalil-dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-

dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan

hukum dalam  permohonan Pemohon,  maka sesuai  dengan ketentuan Pasal

283 RBg.  Majelis  Hakim tetap  membebankan pembuktian  kepada  Pemohon

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  saksi-saksi  yang

berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta (dua) orang saksi,

yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi  sah  dari

suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan

di-nazzegel serta  sesuai  dengan aslinya,  dengan demikian alat  bukti  P.1 itu

telah  memenuhi  persyaratan  formil.  Di  samping  itu,  alat  bukti  P.1  tersebut

memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  permohonan

Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu,

maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  diperoleh  fakta  Pemohon

berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  dan  atau  tidak

terdapat  perlawanan  yang  membuktikan  selainnya  atau  sebaliknya  maka
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kompetensi  mengadili  perkara  a  quo secara  relatif  berada pada Pengadilan

Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi  sah  dari

suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan

di-nazzegel serta  sesuai  dengan aslinya,  dengan demikian alat  bukti  P.2 itu

telah  memenuhi  persyaratan  formil.  Di  samping  itu,  alat  bukti  P.2 tersebut

memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  permohonan

Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu,

maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, diperoleh fakta pada

tanggal 12 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

KUA  Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor 422/133/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011;;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  dua  orang  saksi  diajukan

Pemohon di  persidangan,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa saksi  pertama

dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

hadir  secara pribadi  di  persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk

didengar kesaksiannya;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  Pemohon diketahui

ternyata  Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi  sejak bulan Juli

2019 yang lalu  hingga saat ini  sekitar  2 tahun lamanya sehingga keduanya

sudah tidak melaksanakan kawajiban sebagaimana layaknya suami istri,  dan

keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara,

di  samping itu  keterangan saksi  yang  satu  bersesuaian  dengan  keterangan

saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil ;

Menimbang,  bahwa oleh karena itu,  sesuai  dengan ketentuan Pasal

171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi

yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti-bukti  tertulis  dan kedua orang

saksi,  serta  dihubungkan  dengan  keterangan  Pemohon di  persidangan,

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan

tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA  Kabupaten Padang Lawas;

 Bahwa  Pemohon dan  Termohon telah  dikaruniai  dua  orang  anak,

masing-masing bernama :

1. Anak I, Perempuan, Lahir di Ganal, 25-05-2010; 

2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Ganal, 13-06-2012;;

 Bahwa antara  Pemohon dan  Termohon telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya

adalah  Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon

suka menuduh Pemohon berselingkuh;

 Bahwa  Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan

Juli  2019  yang  lalu  hingga  saat  ini  sekitar  2  tahun  lamanya  sehingga

keduanya  sudah  tidak  melaksanakan  kawajiban  sebagaimana  layaknya

suami istri;

 Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah

menemukan  fakta  hukum  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon tidak  ada  lagi  keharmonisan,  antara  keduanya  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  dan  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2019 yang lalu hingga saat

ini  sekitar  2  tahun  lamanya  sehingga  keduanya  sudah  tidak  melaksanakan

kawajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kepada  fakta  hukum  tersebut  dan

fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau

lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan

Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

pecah  (broken  merriage),  sudah  tidak  mungkin  dirukunkan  dan  sulit  untuk
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dipertahankan,  bahkan  melanjutkan  rumah  tangga  seperti  ini  akan

menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian

yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9  tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa

“Antara suami  istri  terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon serta  saksi-

saksi yang diajukan oleh  Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta

bahwa antara  Pemohon dengan  Termohon telah terjadi permasalahan dalam

rumah tangga  dan keduanya telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Juli

tahun 2019 yang lalu dan sejak saat itu antara  Pemohon dengan  Termohon

sudah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  Pemohon selama  dalam  persidangan

menunjukkan  sikap  dan  tekad  yang  kuat  untuk  bercerai  dengan  Termohon

meskipun  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  nasihat  Majelis  Hakim,  hal

mana berarti  Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya

dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor   266-K/AG/1993,  tanggal  25  Juni  1994   bahwa

dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah

bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang

menjadi  ukuran  adalah  pecahnya  rumah  tangga  itu  sendiri  dimana  antara

keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  maka  Majelis  Hakim

patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan

demikian  Majelis  Hakim patut  pula  menduga  antara  Pemohon dengan

Termohon telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus.

Mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  seperti  demikian  hanyalah  sia-sia
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belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua

belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang  bahwa  oleh  sebab  itu,  tanpa  perlu  mencari  siapa  yang

menjadi  penyebab  dari  kondisi  tersebut,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi

karena  tidak  mungkin  terwujud  rumah  tangga  yang  kekal  dan  bahagia

sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa rahmah

sebagaimana  diharapkan  Pasal  3  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT

dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di  antara kamu rasa

kasih  sayang,  sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim juga  memandang  perlu

mengetengahkan  firman  Allah  SWT dalam  surat  al-Baqarah  ayat  227  yang

berbunyi:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan

talak,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha

Mengetahui”;
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Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami

dan  istri  sudah  tidak  ada  lagi  dan  telah  bertukar  menjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  berkepanjangan  sehingga  tujuan  hakiki  dari  institusi

perkawinan  dalam  pandangan  syarak  tidak  mungkin  terwujud,  maka  dalam

kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,

setelah  itu,  keduanya  dapat  memperoleh  ketentraman  dan  kedamaian,

sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’

ayat 130 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan

jiwa  dan  rahmat-Nya  kepada   masing-masingnya.  Dan  Allah  Maha

Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”; 

Menimbang,  bahwa  dalam Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dinyatakan

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f)  Antara suami

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  2  (dua)  orang  saksi,

dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia  di  atas,  maka  Majelis  Hakim sepakat  berpendapat  bahwa antara

Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan

hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa dalam Pasal  149 ayat  (1)  RBg dinyatakan “Bila

pada  hari  yang  telah  ditentukan  Termohon tidak  datang  meskipun  sudah

dipanggil  dengan  sepatutnya  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya,  maka

permohonan dikabulkan  tanpa  kehadirannya  (verstek) kecuali  bila  ternyata

menurut  Pengadilan  Negeri  (Agama)  itu  bahwa  permohonannya  tidak

mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

dikaitkan dengan tidak hadirnya  Termohon padahal  Termohon telah dipanggil

secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah

atas  ketidakhadirannya tersebut,  maka  Majelis  Hakim sepakat  mengabulkan

permohonan Pemohon dengan  verstek  sebagaimana  terdapat  dalam  amar

putusan ini;

Menimbang,  bahwa  permohonan Pemohon termasuk  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon yang

besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Sibuhuan;  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp

1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sibuhuan pada hari  Kamis,  tanggal  08 Juli  2021 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  27 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai

Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota

Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy

Ketua Majelis

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 900.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)
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Salinan penetapan ini telah sesuai aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon I
Sibuhuan, …… Januari 2019
Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.
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